PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 08 TAHUN 2023
TANGGAL: 28 DESEMBER 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024




WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR OS3TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan‘ Pasal 311 ayat (1)

Mengingat

C.

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang
dijabarkan ke dalam Kebjjakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah
Daerah bersama DPRD pada tanggal lima bulan September tahun
dua ribu dua puluh tiga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



N
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. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68356);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340};

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Banfuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
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Tahun 2018 tentang Perubahan Xedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



Menetapkan :

4.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang

21.

22,

23.

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalamm Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
38 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 1781);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU

dan
WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

+

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024,



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o

10.

L1.

Kota adalah Kota Pekanbaru;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah;

Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut;

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keunangan Daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan;

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.993.650.752.072,00
(Dua triliun sembilan ratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta
tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas pendapatan
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp2.993.650.752.072,00

b. Belanja Daerah Rp2.983.650.752.072,00

Defisit/Surplus Rp10.000.000.000,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp 0,00
2. Pengeluaran Rp10.000.000.000,00

Pembiayaan Netto (Rp10.000.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00
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Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.993.650.752.072,00 {Dua triliun
sembilan ratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus
lima puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah Rp991.723.521.011,00;

b. Pendapatan transfer Rp2.001.927.231.061,00; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp0,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp991.723.521.011,00 (Sembilan ratus sembilan puluh
satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu
sebelas rupiah), yang terdiri atas :

a. Pajak daerah Rp845.256.101.625,00;

b. Retribusi daerah Rp49.564.561.600,00;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp6.220.098.957,00;
dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp90.682.758.829,00;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp845.256.101.625,00 (Delapan ratus empat puluh lima milyar dua

ratus lima puluh enam juta seratus satu ribu enam ratus dua puluh lima
rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b direncanakan
sebesar Rp49.564.561.600,00 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus enam
puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah}.

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp6.220.098.957,00 (Enam milyar
dua ratus dua puluh juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima
puluh tujuh rupiah]j.

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp90.682.758.829,00 (Sembilan puluh milyar
enam ratus delapa puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan
ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp2.001.927.231.061,00 (Dua trillun satu milyar
sembilan ratus dua puluh fujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam
puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.626.632.198.000,00; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah Rp375.295.033.061,00.



(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.626.632.198.000,00 (Satu triliun enam ratus
dua puluh enam milyar enam ratus tiga puluh dua juta serratus sembilan
puluh dalapan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp375.295.033.061,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima
milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tiga ribu tiga enam puluh
satu rupiahj.

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah Rp0,00;
b. Dana darurat Rp0,00;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan Rp0,00;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol
rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp2.983.650.752.072,00 (Dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga milyar
enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh dua
rupiah), yang terdiri atas:

Belanja operasi Rp2.493.712.509.089,00;

Belanja modal Rp469.938.242.983,00;

Belanja tidak terduga Rp20.000.000.000,00; dan

Belanja transfer Rp0,00.

pao op

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp2.493.712.509.089,00 (Dua ftriliun empat ratus
sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus sembilan ribu
delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai Rp915.096.344.635,00;
b. Belanja barang dan jasa Rpl1.472.205.918.613,00;



(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(1)
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¢. Belanja bunga Rp0,00;

d. Belanja subsidi Rp2.199.925.000,00;

e. Belanja hibah Rp103.131.920.841,00; dan

f. Belanja bantuan sosial Rp1.078.400.000,00.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp915.096.344.635,00 (Sembilan ratus lima belas milyar sembilan
puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima
rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl1.472.205.918.613,00 (Satu triliun empat ratus tujuh
puluh dua milyar dua ratus lima juta sembilan ratus delapan belas ribu enam
ratus tiga belas rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp2.199.925.000,00 (Dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rpl103.131.920.841,00 (Seratus tiga milyar seratus tiga puluh satu juta
sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rpl1.078.400.000,00 (Satu milyar tujuh puluh delapan
juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp469.938.242.983,00 (Empat ratus enam puluh
sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat
puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
Belanja modal tanah Rp3.696.792.413,00.

Belanja modal peralatan dan mesin Rp187.740.027.248,00.

Belanja modal gedung dan bangunan Rp79.137.817.198,00.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp151.349.285.177,00; dan
Belanja modal aset tetap lainnya Rp44.544.403.447,00;

Belanja modal aset lainnya Rp3.469.917.500,00;

™o oo TP

.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp3.696.792.413,00 (Tiga milyar enam ratus sembilan
puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga belas
rupiah).
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(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp187.740.027.248,00 (Seratus delapan puluh tujuh
milyar tujuh ratus empat puluh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus empat
puluh delapan rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp79.137.817.198,00 (Tujuh puluh sembilan
milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus
sembilan puluh delapan rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp151.349.285.177,00 (Seratus lima puluh satu
milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu
seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp44.544.403.447,00 (Empat puluh empat milyar lima
ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga ribu empat ratus empat puluh
tujuh rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp3.469.917.500,00 (Tiga milyar empat ratus enam
puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiahj.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah), yang terdiri
atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol ruplah) yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil Rp0,00; dan
b. Belanja bantuan keuangan Rp0,00.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 12
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar

Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan Rp0,00; dan



-10 -

b. Pengeluaran pembiayaan Rp10.000.000.000,00.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf a direncanakan sebesar RpQ,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp0,00;

b. Pencairan dana cadangan Rp0,00;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp0,00;

d. Penerimaan pinjaman daerah Rp0,00;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp0,00; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Rp0,00.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Lketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembijayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah),

yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan Rp0,00;

b. Penyertaan modal daerah Rp10.000.000.000,00;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp0,00;

d. Pemberian pinjaman daerah Rp0,00; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Rp0,00;

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 {Nol rupiah).
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(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).

{4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiahj.

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh
milyar rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp10.000.000.000,00) (Minus
Sepuluh milyar rupiah).

Pasal 16

{1} Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan
cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
¢. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau
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(4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lehih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

Lampiran [ Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan ;

Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi;
Lampiran I Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran; _

Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM ;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;

Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;
Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran XI Daftar Piutang Daerah,

Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

Lampiran XIV  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain

Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

Lampiran XVI Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir
Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Berikutnya

Lampiran XVII  Daftar Dana Cadangan; dan

Lampiran XVIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di  Pekanbaru
pada tanggal %J (efémger 2923

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

MUFLIH U™

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH A PEKANBARU,

INDRA PONI NASUTION

LEMBARAN RAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR

NOMOR PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU;
1.86.A/2023
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138), Kepala Daerah
menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan
dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Perubahan
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
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Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR



Lampiran | : Peraturan Daerah
Nomor : 08 Tahun 2023
Tanggal : 28 Desember 2023

KOTA PEKANBARU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 991.723.521.011,00
4.1.01 Pajak Daerah 845.256.101.625,00
4.1.02 Retribusi Daerah 49.564.561.600,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.220.098.957,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 90.682.758.829,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.001.927.231.061,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.626.632.198.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 375.295.033.061,00
Jumlah Pendapatan 2.993.650.752.072,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 2.493.712.509.089,00
5.1.01 Belanja Pegawai 915.096.344.635,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.472.205.918.613,00
5.1.04 Belanja Subsidi 2.199.925.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 103.131.920.841,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.078.400.000,00
5.2 BELANJA MODAL 469.938.242.983,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 3.696.792.413,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 187.740.027.248,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 79.137.817.198,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 151.349.285.177,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 44.544.403.447,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 3.469.917.500,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 20.000.000.000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000,00
Jumlah Belanja 2.983.650.752.072,00
Total Surplus/(Defisit) 10.000.000.000,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 10.000.000.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-31 01:18:24
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KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto -10.000.000.000,00
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

Kota Pekanbaru, 28 Desember 2023
Pj. WALI KOTA PEKANBARU
MUFLIHUN
SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-31 01:18:24 Halaman 2




KOTA PEKANBARU

Lampiran Il :

Peraturan Daerah
Nomor : 08 Tahun 2023
Tanggal : 28 Desember 2023

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga ] Jumlah Belanja

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 1.194.817.167.651, | 391.879.831.736, 1.586.696.999.387,
1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 53.696.108.144,00 00 00 000} 000 00
1 |o1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 | 541.191.103.729,00 120'889'009'5%50’ 0,00 | 000 | 662.080.113.324,00
1 |01 |1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan 0,00 | 541.191.103.729,00 120'889'009'59056 0,00 | 0,00 | 662.080.113.324,00

82.937.509.310,0

1 |o2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 36.863.708.144,00 | 284.201.667.287,00 ; 0,00 | 0,00 | 367.139.176.597,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan 788.035.600,00 | 187.490.688.807,00 14'619'206'880'8 0,00 | 0,00 | 202.109.895.687,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | BLUD Puskesmas Payung Sekaki 1.648.970.654,00 |  2.645.066.354,00 0,00 000| 000]| 2.645066.354,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | BLUD Puskesmas Simpang Baru 731.501.702,00 |  1.291.345.805,00 0,00 000| 000]| 1.291.345805,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | BLUD Puskesmas Sidomulyo 1.352.258.845,00 |  2.206.275.095,00 |  100.000.000,00 000| 000]| 230627509500
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | BLUD Puskesmas RI Sidomulyo 1.989.081.200,00 | 2.332.778.595,00 |  180.095.428,00 000| 000]| 2512.874.023,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | BLUD Puskesmas Harapan Raya 1.250.926.290,00 |  1.907.966.800,00 81.060.100,00 000| 000]| 1.989.026.900,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | BLUD Puskesmas RI Simpang Tiga 1.974.563.434,00 |  2.768.096.364,00 |  100.000.000,00 000| 000]| 2.868.096.364,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | BLUD Puskesmas Garuda 1.135.505.288,00 |  2.046.607.460,00 98.370.300,00 000| 000]| 2144.977.760,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | BLUD Puskesmas RI Tenayan Raya 1.297.150.000,00 |  2.157.668.950,00 58.860.500,00 000| 000]| 221652945000
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | BLUD Puskesmas Rejosari 2.652.380.254,00 |  3.664.394.690,00 |  240.750.800,00 000| 000]| 3.905.145.490,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | BLUD Puskesmas Lima Puluh 1.091.763.283,00 |  1.481.910.400,00 50.000.000,00 000| 000]| 1.531.910.400,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | BLUD Puskesmas Sail 915.902.372,00 |  1.376.678.972,00 0,00 000| 000]| 1.376.678.972,00
1 |02 |1.02.000.0.00.01.0012 | BLUD Puskesmas Pekanbaru Kota 888.950.137,00 |  1.232.249.664,00 50.000.000,00 000| 000]| 1.282.249.664,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | BLUD Puskesmas Langsat 816.863.514,00 |  1.049.417.263,00 58.325.343,00 000| 000]| 1.107.742.606,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-31 01:18:42
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan _ _ Transfe .
Operasi Modal Tidak Terduga ] Jumlah Belanja
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | BLUD Puskesmas Melur 1.301.044.457,00 | 1.719.730.277,00 |  100.000.000,00 000| 000 1.819.730.277,00
1 |02 |1.02.0.00.0.00.01.0015 | BLUD Puskesmas Senapelan 858.000.000,00 |  1.242.717.000,00 |  110.000.000,00 000| 000 1.352.717.000,00
1 |02 |1.020.00.0.00.01.0016 | BLUD Puskesmas RI Muara Fajar 684.540.837,00 |  1.123.723.665,00 0,00 000| 000 1.123.723.665,00
1 |02 |1.02.0.00.0.00.01.0017 | BLUD Puskesmas Umban Sari 1.106.466.012,00 | 1.781.508.909,00 |  71.378.200,00 000| 000 1.852.887.109,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | BLUD Puskesmas Rumbai 1.122.169.893,00 |  1.614.710.643,00 0,00 000| 000 1.614.710.643,00
1 |02 |1.02.0.00.0.00.01.0019 | BLUD Puskesmas RI Karya Wanita 1.705.383.452,00 |  1.623.306.637,00 |  100.638.830,00 000| 000 1.723.945.467,00
1 |02 |1.020.00.0.00.01.0020 | BLUD Puskesmas Rumbai Bukit 508.055.872,00 |  1.074.407.322,00 0,00 000| 000 1.074.407.322,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0023 | BLUD Puskesmas Sapta Taruna 954.177.048,00 |  1.440.473.448,00 0,00 000| 000 1.440.473.448,00
1 |02 | 1.02.0.00.0.00.01.0024 | BLUD RSD MADANI 10.000.000.000,00 | 58.920.944.167,00 | 09188229290 0,00| 0,00 | 125.848.767.096,00
1 |03 e M A pan/ it BIDANG PEKERIAAN 1 16.500.000.000,00 | 222.008.180.619,00 | 11202026510 0,00| 000 | 283.134.392.270,00
1 | 03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.500.000.000,00 | 222.008.189.619,00 | °1126:202651.0 0,00| 000 | 283.134.392.270,00
1 | o4 R AGAN B Ay NG PERUMARAN 242.400.000,00 | 60.573.963.618,00 | 120-393:853.08), 0,00| 0,00 | 180.967.816.698,00
1 | 04 | 1.04.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 242.400.000,00 | 60.573.963.618,00 | 120-393:853.080, 0,00| 0,00 | 180.967.816.698,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 |os KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 | 66.804.627.209,00 | 6.118.216.800,00 0,00| 000 | 72.922.844.009,00
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 | 28.482.621.310,00 | 1.290.876.800,00 0,00| 000 29.773.498.110,00
1 05 | 1.05.0.00.0.00.04.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 12.959.685.608,00 38.551.600,00 0,00 0,00 12.998.237.208,00
1 05 | 1.05.0.00.0.00.06.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 0,00 25.362.320.291,00 | 4.788.788.400,00 0,00 0,00 | 30.151.108.691,00
1 | o6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 | 20.037.616.189,00 |  415.040.300,00 0,00| 000 20452.656.489,00
1 | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Sosial 0,00 | 20.037.616.189,00 |  415.040.300,00 0,00| 000 20.452.656.489,00
2 R e i AK 57.725.092.000,00 | 444.254.820.144,00 | 32728:979:228.0 0,00| 000 | 476.983.799.372,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-31 01:18:42
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Transfe
Operasi Modal Tidak Terduga p Jumlah Belanja

2 | o7 EESJS:N PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 162.000.000,00 | 10.707.071.266,00 |  173.692.900,00 0,00 0,00 | 10.880.764.166,00

2 | 07 | 2.07.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Tenaga Kerja 162.000.000,00 | 10.707.071.266,00 |  173.692.900,00 0,00 0,00 | 10.880.764.166,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 | o8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 0,00 | 10.090.953.435,00 | 379.307.800,00 0,00 0,00 | 10.470.261.235,00
PERLINDUNGAN ANAK

2 |08 | 2.08.2.13.0.00.02.0000 | DinasPemberdayaan Perempuan, Perlindungan 0,00 | 10.090.953.435,00 | 379.307.800,00 0,00 0,00 | 10.470.261.235,00
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

2 | 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0,00 | 10.089.102.378,00 |  375.000.000,00 0,00 0,00 | 10.464.102.378,00

2 | 09 | 2.09.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Ketahanan Pangan 0,00 | 10.089.102.378,00 |  375.000.000,00 0,00 0,00 | 10.464.102.378,00

2 |10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 | 7.136.060.416,00 | 2.796.792.413,00 0,00 0,00 | 9.932.852.829,00

2 | 10 | 2.10.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pertanahan 0,00 | 7.136.060.416,00 | 2.796.792.413,00 0,00 0,00 | 9.932.852.829,00

2 |1 EIFB%‘T;AN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN | 54 450 000.000,00 | 117.348.283.900,00 |  589.538.300,00 0,00 | 0,00 | 117.937.822.200,00

2 |11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 24.950.000.000,00 | 117.348.283.900,00 |  589.538.300,00 0,00 0,00 | 117.937.822.200,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 |12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 0,00 | 18.354.977.861,00 | 3.748.309.100,00 0,00 0,00 | 22.103.286.961,00
PENCATATAN SIPIL

2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.03.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 | 18.354.977.861,00 | 3.748.309.100,00 0,00 0,00 | 22.103.286.961,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 |13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 | 4.523.213.436,00 0,00 0,00 0,00 | 4.523.213.436,00

2 |13 | 2.08.2.13.0.00.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 0,00 | 4.523.213.436,00 0,00 0,00 0,00 | 4.523.213.436,00
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 |14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 0,00 | 17.161.009.382,00 | 279.832.000,00 0,00 0,00 | 17.440.841.382,00
BERENCANA

2 | 14 | 2.14.0.00.0.00.01.00 gg‘rzi;i’fe“da"a” Penduduk dan Keluarga 0,00 | 17.161.009.382,00 |  279.832.000,00 0,00 0,00 | 17.440.841.382,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 21.437.020.877,0

2 |15 PERHUBUNGAN 32.613.092.000,00 | 153.630.535.759,00 o 0,00 0,00 | 175.067.556.636,00
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2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan 32.613.092.000,00 | 117.159.272.920,00 | 20878.738:877.9 0,00 | 0,00 | 138.038.011.797,00

2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0001 | BLUD UPT. Perparkiran 0,00 | 3.249.217.647,00 |  100.000.000,00 0,00 0,00 | 3.349.217.647,00

2 | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0002 | BLUD UPT. Pengelola Trans Pekanbaru 0,00 | 33.222.045.192,00 | 458.282.000,00 0,00 0,00 | 33.680.327.192,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI

2 |16 DAN INFORMATIKA 0,00 | 15.679.104.960,00 57.500.000,00 0,00 0,00 | 15.736.604.960,00

2 | 16 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 gg‘;‘;rﬁ;“”'k%" Informatika, Statistik dan 0,00 | 15.679.104.960,00 57.500.000,00 0,00 0,00 | 15.736.604.960,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,

2 |17 USAMA KEGIL, DAN MENENGAH 0,00 | 12.195.304.362,00 |  140.930.800,00 0,00 0,00 | 12.336.235.162,00

2 17 | 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 12.195.304.362,00 140.930.800,00 0,00 0,00 12.336.235.162,00

2 |18 ag%%*_’\' PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 0,00 | 22.602.651.098,00 | 311.652.630,00 0,00 0,00 | 22.914.303.728,00

2 | 18 | 2.18.0.00.0.00.1..0000 g;;‘ijs Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu 0,00 | 22.602.651.098,00 | 311.652.630,00 0,00 0,00 | 22.914.303.728,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN

2 |19 DAN OLAHRAGA 0,00 | 22.257.222.952,00 | 1.443.820.982,00 0,00 0,00 | 23.701.043.934,00

2 | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga 0,00 | 22.257.222.952,00 | 1.443.820.982,00 0,00 0,00 | 23.701.043.934,00

2 | 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 469.780.000,00 0,00 0,00 0,00 469.780.000,00

2 |20 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 0,00 469.780.000,00 0,00 000| 000 469.780.000,00
Persandian

2 |21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 75.785.000,00 0,00 0,00 0,00 75.785.000,00

2 | 21 | 2.16.2.20.2.21.04.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 0,00 75.785.000,00 0,00 0,00 0,00 75.785.000,00
Persandian

2 |22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0,00 | 8.782.896.803,00 | 153.757.626,00 0,00 0,00 | 8.936.654.429,00

2 |22 |326.2.22.0.00.1..0000 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 | 8.782.896.803,00 | 153.757.626,00 0,00 0,00 | 8.936.654.429,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

2 |23 PERDUSTAKAAN 0,00 | 12.276.278.548,00 |  841.823.800,00 0,00 0,00 | 13.118.102.348,00

2 23 | 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 12.276.278.548,00 841.823.800,00 0,00 0,00 13.118.102.348,00
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2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 874.588.588,00 0,00 0,00 0,00 874.588.588,00
2 24 | 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 874.588.588,00 0,00 0,00 0,00 874.588.588,00
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.301.626.000,00 44.027.405.001,00 | 5.000.843.795,00 0,00 0,00 49.028.248.796,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN
3 25 DAN PERIKANAN 0,00 210.435.585,00 0,00 0,00 0,00 210.435.585,00
3 25 | 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perikanan 0,00 210.435.585,00 0,00 0,00 0,00 210.435.585,00
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 2.798.309.134,00 | 2.050.000.000,00 0,00 0,00 4.848.309.134,00
3 26 | 3.26.2.22.0.00.1..0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 2.798.309.134,00 | 2.050.000.000,00 0,00 0,00 4.848.309.134,00
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 650.000.000,00 18.264.205.365,00 193.655.495,00 0,00 0,00 18.457.860.860,00
3 27 | 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perikanan 650.000.000,00 | 18.264.205.365,00 193.655.495,00 0,00 0,00 | 18.457.860.860,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 30 PERDAGANGAN 1.651.626.000,00 | 18.706.528.909,00 | 1.745.245.700,00 0,00 0,00 | 20.451.774.609,00
3 30 | 3.30.3.31.0.00.12.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1.651.626.000,00 18.706.528.909,00 | 1.745.245.700,00 0,00 0,00 20.451.774.609,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 31 PERINDUSTRIAN 0,00 4.047.926.008,00 | 1.011.942.600,00 0,00 0,00 5.059.868.608,00
3 31 | 3.30.3.31.0.00.12.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0,00 4.047.926.008,00 | 1.011.942.600,00 0,00 0,00 5.059.868.608,00
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 000 | 345.233.640.065,00 | 51419470000 0,00| 0,00 | 363.375.587.065,00
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 | 187.528.648.249,00 | 6.332.841.400,00 0,00 0,00 | 193.861.489.649,00
4 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0,00 | 187.528.648.249,00 | 6.332.841.400,00 0,00 0,00 | 193.861.489.649,00
4 |o2 SEKRETARIAT DPRD 000 | 157.704.991.816,00 | 118091056000 0,00| 000 | 169.514.097.416,00
4 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 0,00 | 157.704.991.816,00 11'809'105'600’8 0,00 0,00 | 169.514.097.416,00
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 2879927925928 | 16 ggg 978 963,00 | 19474844000 | 20000000009 | 4 9 | 197.346.463.363,00
5 01 PERENCANAAN 0,00 | 17.049.529.922,00 | 1.599.295.300,00 0,00 0,00 | 18.648.825.222,00
5 01 | 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 17.049.529.922,00 | 1.599.295.300,00 0,00 0,00 18.648.825.222,00
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5 |02 KEUANGAN 2879927925928 | 116.508.630.910,00 | 1298>-977-1000 | 200000000001 4 9 | 149.494.617.010,00
5 |02 | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2019521824303 | 32850.170.248,00 | 101722008000 | 200000000001 409 | 63.022.377.048,00
5 |02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | Badan Pendapatan Daerah 860.406.101.625,00 | 83.658.469.662,00 | 2.813.770.300,00 0,00 0,00 | 86.472.239.962,00
5 |03 KEPEGAWAIAN 0,00 | 15.427.448.802,00 | 720.795.200,00 0,00 0,00 | 16.148.244.002,00
5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.02.0000 giganﬁiﬂz?:Waia” dan Pengembangan Sumber 0,00 | 15.427.448.802,00 | 720.795.200,00 0,00 0,00 | 16.148.244.002,00
5 |04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 |  4.670.440.475,00 0,00 0,00 0,00 |  4.670.440.475,00
5 | 04 | 5.03.5.04.0.00.02.0000 gzggnMﬁi’fg?:Waia“ dan Pengembangan Sumber 0,00 |  4.670.440.475,00 0,00 0,00 0,00 |  4.670.440.475,00
5 |05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 | 8.232.919.854,00 | 151.416.800,00 0,00 0,00 | 8.384.336.654,00
5 05 | 5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 8.232.919.854,00 151.416.800,00 0,00 0,00 8.384.336.654,00
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 | 17.178.967.490,00 |  203.200.000,00 0,00 0,00 | 17.382.167.490,00
6 |01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 | 17.178.967.490,00 |  203.200.000,00 0,00 0,00 | 17.382.167.490,00
6 |01 |6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah 0,00 | 17.178.967.490,00 |  203.200.000,00 0,00 0,00 | 17.382.167.490,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 | 192.011.543.290,00 | 6.221.532.424,00 0,00 0,00 | 198.233.075.714,00
7 |01 KECAMATAN 0,00 | 192.011.543.290,00 | 6.221.532.424,00 0,00 0,00 | 198.233.075.714,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | Kecamatan Sukajadi 0,00 | 13.574.436.600,00 | 543.336.700,00 0,00 0,00 | 14.117.773.300,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | Kecamatan Pekanbaru Kota 0,00 | 11.021.600.019,00 | 251.965.200,00 0,00 0,00 | 11.273.565.219,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | Kecamatan Salil 0,00 | 8.631.387.004,00 |  132.042.900,00 0,00 0,00 | 8.763.429.904,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | Kecamatan Lima Puluh 0,00 | 9.911.316.327,00 |  714.348.024,00 0,00 0,00 | 10.625.664.351,00
7 |01 |7.01.0.00.0.00.05.0000 | Kecamatan Senapelan 0,00 | 11.221.610.807,00 | 847.173.200,00 0,00 0,00 | 12.068.784.007,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | Kecamatan Rumbai Barat 0,00 | 10.783.217.200,00 |  253.302.000,00 0,00 0,00 | 11.036.519.200,00
7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | Kecamatan Bukitraya 0,00 | 13.742.364.554,00 | 127.071.600,00 0,00 0,00 | 13.869.436.154,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | Kecamatan Binawidya 0,00 | 13.755.997.650,00 | 819.866.800,00 0,00 0,00 | 14.575.864.450,00
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7 |01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Marpoyan Damai 0,00 | 15.472.782.828,00 154.439.500,00 0,00 0,00 | 15.627.222.328,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Tenayan Raya 0,00 | 16.277.247.558,00 113.529.800,00 0,00 0,00 | 16.390.777.358,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Payung Sekaki 0,00 | 13.402.424.355,00 263.164.500,00 0,00 0,00 | 13.665.588.855,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Rumbai. 0,00 | 15.105.899.030,00 499.166.400,00 0,00 0,00 | 15.605.065.430,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Tuah Madani 0,00 | 15.154.946.213,00 281.422.800,00 0,00 0,00 | 15.436.369.013,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Kulim 0,00 | 12.272.949.307,00 520.856.700,00 0,00 0,00 | 12.793.806.007,00
7 |01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Rumbai Timur 0,00 | 11.683.363.838,00 699.846.300,00 0,00 0,00 | 12.383.210.138,00
7 (o1 KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Marpoyan Damai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 | 76.450.045.437,00 304.424.400,00 0,00 0,00 | 76.754.469.837,00
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 76.450.045.437,00 304.424.400,00 0,00 0,00 76.754.469.837,00
8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 | 76.450.045.437,00 304.424.400,00 0,00 0,00 | 76.754.469.837,00
X NON URUSAN 0,00 | 17.849.941.048,00 0,00 0,00 0,00 | 17.849.941.048,00
X XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 0,00 17.849.941.048,00 0,00 0,00 0,00 17.849.941.048,00
X | XX | 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 10.050.501.288,00 0,00 0,00 0,00 10.050.501.288,00
X | XX'| 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 0,00 7.799.439.760,00 0,00 0,00 0,00 7.799.439.760,00
X | XX| 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X | XX| 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Sail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 RSN PRI WA YA
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 BLUD UPTD IFK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0022 BLUD UPTD LAB. PKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.993.650.752.072, | 2.493.712.509.089, | 469.938.242.983, | 20.000.000.000, 000 2.983.650.752.072,
00 00 00 00 ' 00
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